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A. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Nama

alif
ba
ta
sa

jim
ha

kha
dal
zal
ra
zai
sin

syin
sad
dad
ta
za

‘ain
gain
fa

qaf
kaf
lam
mim

tidak dilambangkan
b
t

j

kh
d

r
z
s
sy

‘
g
f
q
k
l

m

Tidak dilambangkan
be
te

es (dengan titik di atas)
je

ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha

de
zet (dengan titik di atas)

er
zet
es

es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
el

em
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vi

nun
wau
ha

hamzah
ya

n
w
h
’
y

en
w
ha

apostrof
ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis

ditulis

Muta‘addidah

‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis  h

ditulis

ditulis

ikmah

‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

ditulis Kar mah al-auliy ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

ditulis Zak h al-fitri
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D. Vokal Pendek

___

___

___

fathah

kasrah

dammah

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

ditulis

ditulis

a
Fa‘ala

i
Zukira

u

ya habu

E. Vokal Panjang

1

2

3

4

fathah + alif

fathah + ya’ mati

kasrah + ya’ mati

dammah + wawu mati

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

â
jâhiliyyah

tans
i

karim

fur d

F. Vokal Rangkap

1

2

fathah + ya’ mati

fathah + wawu mati

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ai

bainakum

au

qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
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ditulis

ditulis

ditulis

a’antum

u‘iddat

La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

ditulis

ditulis

al-Qur’ n

Al-Qiy s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

ditulis

ditulis

as-Sam ’

Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ditulis

ditulis

aw  al-fur d

ahl as-sunnah
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Hidup adalah kegelapan jika tanpa Harapan 
Harapan adalah buta jika tidak disertai Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hampa jika tanpa diikuti Pelajaran 
Pelajaran akan sia-sia jika tanpa disertai inta C

 
 ( Ibr.@ns ) 
  

 
 
 
 

 إنّ مع العسر يسرا
 

“ Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu ada Kemudahan “ 
٦ :ح الم نسر )                              ) 

ix 
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 
PERSEMBAHAN 

 
 

 
 

Ayahanda H. W. Muhtar Abd Manan & Bunda Hj. Azizah W, beserta Keluarga 
Besar “EL-MOECHTAR” yang selalu memberikan yang terbaik, mendidik, 
mengajarkan segalanya sebagai bekal hidup ini. Do'a dan Baktimu akan 
selalu bersinar menjadi pelita dan hidup dalam sanubari ini. 

  
 Maha  guru yang telah mengajarkan segala ilmu dan arti hidup ini. Do'a, 
bakti dan perjuanganmu akan selalu hidup dan dinanti umat. 

 
 Maha Dewi yang selalu setia menemani. Terimakasih atas cinta-kasih, 
motifasinya hingga detik ini. Thank for all attention. 

 
 Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. 

 
 Barudak MU-1. (Sobat-ku: Arief, Safiq, Adi’ndut, Rif’an, Tope, Doni, Ali Sam) 
makasih atas motifasinya. 

 
 Keluarga Besar Asrama "SANGKURIANG" Saparakanca. Hatur nuhun tina 
sagala sokongan motifasi, ide hadena tur heureuyna tea: 

 
Kang Ozi, , Kang Josep, Bos-Agus, Ovenk, Iwan-gobras, Om Ujo, Jon-Iyus, Ki 
Lele, M Aep, M Hopid, salaku Sesepuh-na 
 
Vikchow-opick Dokter Comp, Hatur nuhun elmu komputer tur bantosanana. 
 
Sogo, Jimblink Hatur nuhun Tumpangan kendaraana 
 
Ki Aap, Oniel, Wa-1, Irfan, Wa Deni, Adul, Ajank, Hermanto hatur nuhun 
sobat dalit-na, Ide hade tur heureuyna.  

 
 

Keluarga Besar Asrama "GALUH RAHAYU JOGJA-CIAMIS" Saparakanca. 
Hatur nuhun tina sagala sokongan motifasi, ide hadena tur heureuyna tea. 

 
 
 

Jogjakarta, 11 Januari 2008 
 

H. Ahmad Nur Shodik, S.H.I. 
 

 

xi 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
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ABSTRAK 

 

Berbagai keluhan seputar melambungnya harga beras kian menyeruak. 
Tak hanya dari kalangan non petani yang mengeluhkan atas mahalnya harga 
kebutuhan pokok yang satu ini, tapi juga para buruh tani sebagai ujung tombak 
produksi beras pun ikut merasakan resah. Betapa tidak, penghasilan sehari-hari 
hanya cukup untuk beli 2 kg beras Kehidupan para buruh tani di masa sekarang 
ini sungguh sangat  menyedihkan, upah harian buruh tani hingga saat ini masih 
terlalu rendah, upah harian buruh tani tidak sebanding dengan kenaikan harga 
kebutuhan hidup yang harus dibayarkan. Untuk dapat hidup layak di pedesaan,  

Pelaksanaan pengupahan buruh tani dilakukan antara pemilik tanah 
dengan para buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upahnya pada saat 
panen tiba, sementara terdapat hadis yang mengatakan “Berikanlah Upah 
Sebelum Keringatnya Kering”. Intisari yang terkandung dari hadis ini adalah 
merupakan anjuran untuk menyegerakan pemabayaran upah, karena upah 
merupakan hak yang harus diterima setelah mereka melaksanakan kewajibannya 
dalam bekerja. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang 
besifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Dengan 
pembahasan Tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh tani. Pelaksanaan 
pengupahan buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari kecamatan Langensari kota 
Banjar merupakan pengupahan sebagaimana biasanya, akan tetapi dalam rangka 
pembayaran upahnya dengan cara ditangguhkan sampai masa panen tiba, dengan 
cara mendapatkan kesempatan untuk ikut gacong/memetik hasil panen yang 
kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah 
dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini menurut hukum Islam 
diperbolehkan karena didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua 
belah pihak dan memang sudah menjadi Adat atau Urf bagi masyarakat setempat 
yang sering dilakukan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat 

duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai 

pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, 

hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk 

menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum 

yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat 

disebut dengan Hukum Mu’amalah.1

Salah satu bentuk hukum mu’amalah yang sering terjadi adalah 

kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau 

tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang 

menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam 

rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi 

berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan 

istilah  Ijārah al-'amal, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan 

adanya imbalan atau upah. 

Upah dalam beberapa literatur fiqih sering dibahasakan dengan ajran, 

ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi 
                                                 

1Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata), cet. ke-2 
(Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11 
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keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu 

sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem 

pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah 

ditetapkan. Tetapi pada dataran praktisnya yang terjadi di lapangan sering 

terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai 

permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap 

upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh dalam 

penetapan upah selama ini yang masih dianggap rendah.  

Wilayah Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat 

adalah sebuah Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan 

pertanian yang berupa sawah. Yang di airi dengan irigasi non-teknis dan 

sawah tadah hujan, yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama 

pada musim kering. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya 

sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya. 

Pelaksanaan  pengupahan terhadap buruh tani di wilayah Desa 

Rejasari ini dari masa kemasa masih tetap menggunakan cara yang sama 

yakni penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai masa panen tiba. 

Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir 

semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang 

mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad), pihak 

pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani 

yang biasanya para kaum perempuan, kemudian para buruh mulai bekerja dari 
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mulai babut.2 Kemudian dilanjutkan dengan tandur. 3Pekerjaan tersebut telah 

dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai, para buruh bekerja menurut 

aturan dan permintaan dari pemilik tanah seperti dalam satu petak sawah 

biasanya dibuat beberapa jaipong4 atau garis pemisah yang disesuaikan 

dengan keadaan lahan. Sehingga dapat memudahkan dalam rangka perawatan, 

memudahkan pembagian bagi para buruh disaat masa panen, ini dilakukan 

agar disaat panen dalam pembagiannya antara satu buruh dengan buruh 

lainnya tidak merasa dirugikan. Upah buruh diberikan pada saat tiba masa 

panen, karena setiap buruh berhak ikut serta untuk gacong5 atau memetik hasil 

panen yang kemudian dari hasil itu dibagi lagi menurut ketentuan oleh pihak 

pemilik tanah dengan para buruh.  

Para  buruh tani disamping mendapatkan imbalan atau upah dari hasil 

gacong, juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang dihitung 

dengan sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari, dan seterusnya. 

Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 7 pagi sampai 

pukul 4 sore dipotong masa istirahat dzuhur, setengah hari dihitung mulai 

pukul 7 pagi hingga waktu dzuhur tiba.  Untuk menghitung besarnya upah 

yang harus diberikan kepada para buruh pihak pemilik sawah biasanya 

menggunakan takaran piring, kemudian disesuai dengan masa kerjanya, 
                                                 

TP 2 PT Babut adalah bahasa sunda yaitu pekerjaan mencabut benih padi dari 
persemaiannya sebelum ditanam di sawah atau ladang yang akan ditanami. 

TP 3 PT Tandur adalah menanam benih padi di sawah. 

TP 4 PT Jaipong dalam bahasa sunda yang artinya garis pembatas/sekat dengan 
ukuran biasanya panjang 7 meter lebar 1 meter. 

TP 5 PT Gacong dalam bahasa sunda adalah ikut serta untuk memetik hasil panenan. 
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perbandingan yang diberikan 1 hari penuh berkisar antara 10 piring yang kira-

kira berkisar antara 4 sampai 5 Kg gabah basah. Hasil panen biasanya 

tergantung pada musim, ada kalanya mengalami gagal panen karena 

mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua 

belah pihak. Maka upah yang diterima oleh para buruh tani juga disesuaikan 

dengan keadaan yang terjadi.   

Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian karena 

tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pembayarannya tidak 

secara langsung melainkan dengan cara penangguhan pembayarannya diakhir 

masa panen tiba. Di lain pihak buruh juga terkadang sering mengurangi jam 

kerja yang telah ditentukan baik sepengetahuan atau tidak dari pihak majikan 

atau pemilik lahan. 

 

B. Pokok Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di Desa 

Rejasari? 

2. Apa yang melatarbelakangi pembayaran upah dengan cara penangguhan 

di akhir masa panen? 

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem penangguhan 

pengupahan? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menjelaskan praktek pengupahan terhadap buruh tani di Desa 

Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat. 

b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penangguhan 

pengupahan buruh tani di Desa Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam hukum Islam (Mu’amalah). 

b. Kajian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dalam 

rangka pemenuhan terhadap hak dan kewajiban dalam upah buruh tani 

yang sekarang masih dirasa minim. 

 

D. Telaah Pustaka 

Kajian tentang upah buruh atau pekerja telah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya, antara lain: Agus Tri Hendra Jatmika dengan kajian 

sistem pemberian upah bagi karyawan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa 

Sejahtera “Bringin Life” dengan didasarkan pada prosentase perolehan 

nasabah dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pemberian Upah Pegawai 

PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera “Bringin Life dalam Tinjauan 

Hukum Islam6. Asrori yang mengkaji sistem upah buruh di pabrik rokok PT. 

                                                 
6 Agus Tri Hendra Jatmika, ”Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa 

Bringin  Jiwa Sejahtera “Bringin Life” dalam Tinjauan Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, 
Yogyakarta, Fak. Syari’ah. IAIN Sunan Kalijaga, 1998. 
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Gudang Garam Kediri dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Upah Pekerja Borongan Di PT.Gudang Garam Kediri7” 

penelitian ini menitik beratkan pada sistem pengupahan terhadap pekerja 

borongan bagi buruh yang dikaitkan dengan ketentuan Upah Minimum 

Regional (UMR) Kabupaten Kediri Tahun 1997. 

Muhamad Latief Fakhrudin telah mengkaji tentang sistem pembayaran 

upah bagi pengrajin tas anyaman dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas 

Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon 

Progo8”dalam hal ini Latief melihat bahwa dalam kerjasama ini terdapat 

beberapa kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian 

yang dilaksanakan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak sering 

mengingkari terhadap isi perjanjian tersebut. Muhammad Nadzier yang telah 

mengkaji sistem pengupahan bagi pekerja borongan di koperasi batik di Desa 

Pekajang Kabupaten Pekalongan dalam skripsinya yang berjudul “Prinsip 

Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekajang Kabupaten 

Pekalongan9” Nadzier menyimpulkan bahwa upah yang diberikan pada 

pekerja borongan tersebut telah memenuhi standar keadilan dalam Islam dan 

                                                 
TP 7 PT Asrori,”Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. 

Gudang Garam Kediri”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak.  Syari’ah,  IAIN Sunan 
Kalijaga, 1997. 

8  Muhamad Latief Fakhruddin, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan 
Pemberian Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten 
Kulonprogo”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1998. 

TP 9 PT Muhamad Nadzier, ”Prinsip Keadilan Islam terhadap Sistem Upah di Desa 
Pekajang Kabupaten Pekalongan”, skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari’ah, IAIN 
Sunan Kalijaga, 2000. 
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telah sesuai dengan aturan Upah Minimum Regioanal (UMR) Kabupaten 

Pekalongan Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya koperasi 

batik di Desa Pekajang Kabupaten Pekalongan dan dapat meningkatkan tarap 

hidup kesejahteraan para pekerja. 

Buku-buku yang menjadi rujukan antara lain karya As-Sayyid Sabiq 

yang berjudul Fiqh As-Sunnah.10 Dalam buku ini As-Sayyid Sabiq 

menguraikan upah dalam pembahasan Ijārah, yaitu bentuk kerjasama untuk 

mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Buku ini juga menguraikan 

bentuk-bentuk upah dalam melaksanakan pekerjaan dalam Islam, bagaimana 

penetapan upah yang adil sehingga upah menjadi hak bagi pekerja. Dalam 

bukunya karya Afzalur Rahman yang berjudul “Doktrin Ekonomi Islam11” 

telah menguraikan norma-norma Islam dalam penetapan upah bagi buruh atau 

pekerja sehingga upah menjadi adil. Sedangkan karya Taqiyyudin An-

Nabhani yang berjudul “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif12” telah 

menggariskan bagaimana perkiraan penetapan upah bagi pekerja yang 

didasarkan atas jasa pekerja bukan tenaga yang dicurahkan oleh pekerja itu 

sendiri. 

                                                 
TP 10 PT As-sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, cet ke-IV, (Beirut: Dar al-Fikri, 1403 

H/1983 M) III:  198-208. 

11  Afzalur-Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa  Suroyo, M.A dan  
Nastangin. ed. Sonhaji dan  Hadiyanto, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 361-398 

TP 12 PT Taqiyyudin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, alih 
bahasa, Moch. Maghfur Wachid, ed.  Munawar Ismail, cet ke-IV  (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 
hlm. 82-116 
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Karya Abd Ar-Razzaq Ahmad As-Sanhuri yang berjudul Aqd Al- 

Ijārah13 secara luas telah menguraikan upah dalam akad Ijārah yang 

obyeknya berupa jasa tenaga manusia, bagaimana upah itu ditetapkan serta 

upah dalam akad Muzaro’ah yang bersifat khusus, buku Al-Fiqh Al-Islām wa 

Adillatuh14 buah karya dari Wahbah Az-Zuhaili yang juga telah banyak 

menguraikan tentang upah dalam bagian akad Ijārah. 

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi 

diatas, maka dapat diketahui ada sebuah perbedaan dalam segi pengupahan 

terhadap buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat ini 

baik dari segi obyek maupun subyeknya. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak  bagi buruh 

atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya dalam akad Ijārah. Al-

Qur’an maupun sunah telah memberikan perintah kepada manusia untuk 

bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai 

dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah maupun 

mu’amalah. Oleh karena itu dengan tegas Al-Qur’an telah memberikan 

perintah bahwa balasan atau upah  harus diberikan kepada yang berhak 

menerimanya. 

                                                 
TP 13 PT  Abd ar-Razzaq Ahmad as-Sanhuri, Aqd Al-Ijārah, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), 

hlm. 175-197 

TP 14 PT  Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh, cet. ke-4 (Beirut: 
Libanon, Darul al-Fikri, 1406 H/1989  M), IV: 729-782 
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Firman Allah SWT: 

 … TP15PT فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن …

Akan tetapi baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunah tidak menjelaskan 

dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam 

bidang mu’amalah yang selalu senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi 

zaman dan masyarakatnya. 

Menurut Azhar Basyir menegaskan bahwa dalam bermu’amalah 

terdapat beberapa asas yang harus dipegang atau dipenuhi, yaitu: 

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah (boleh) kecuali 

apa yang telah ditentukan oleh al-Qur’an dan sunah rasul. 

2. Mu’amalah dilaksanakan atas dasar suka sama suka (antarōdin) tanpa 

adanya unsur paksaan. 

3. Mu’amalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan 

mas lahat (manfaat) dan menghindarkan dari mafsadat (madarat) dalam 

masyarakat. 

4. Mu’amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, 

menghindarkan dari unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan 

dalam kesempitan.16 

  

                                                 
TP 15 PT At-Talāq (65) : 6. 

TP 16 PT Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum,  hlm. 16 
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Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu 

pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah (tidak 

memihak) dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang.17 Dalam Islam juga 

keadilan sosial ditegakan berdasarkan pada 3 asas, yaitu: 

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. 

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. 

3. Jaminan sosial yang kuat.18 

Pada dasarnya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya 

merupakan suatu konsesi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi buruh yang 

dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas 

kelayakan, asas kebajikan.19

1. Asas keadilan menuntut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara 

seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh buruh atau pekerja. Untuk 

dapat memberikan standar upah yang adil dapat dilihat keadilan dari dua 

aspek, yaitu : 

a. Keadilan distributif yang menuntut agar para buruh atau pekerja yang 

melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja 

yang berdekatan, memperoleh upah yang sama, tanpa memperhatikan 

kebutuhan individu yang berkenaan dengan kondisi keluarganya. 

                                                 
TP 17 PT W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-6, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 16 

18Sayyid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam, alih bahasa Afif Muhamad, cet. ke-2 
(Bandung: Pustaka Pelajar, 1415 H/1994 M), hlm. 43 

TP 19 PT Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan keislaman, cet. ke-4 
(Bandung: Mizan, 1416 H/1996 M), hlm. 191 
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Firman Allah SWT: 

 إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 

 .TP20PTنوالمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذآرو

b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan 

upah seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa 

dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya 

menguntungkan para pemilik pekerjaan saja. 

Kaidah Fiqih: 

TP21PT .لاضما آا ن اآثر فعلا اآثر ف

2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan 

pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh atau pekerja 

dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi semata saja. 

Firman Allah SWT : 

هم من الطيبات ولقد آرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقنا

22  .وفضلناهم على آثير ممن خلقنا تفضيلا

Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan 

sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para 

                                                 
TP 20 PT An-Nahl (16) : 90 

TP 21 PT Jalal ad-Din Abd ar-Rahman as-Suyuti, Al-asybah wa an-Nazair fi al-Furu’, 
(Indonesia: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.), hlm. 98 

TP 22 PT Al-Isrā' (17) : 70 
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pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para buruh atau pekerja yang 

telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih. 

Upah yang adil juga bisa disebut dengan upah yang sepadan (ajr al-

miśl) yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaannya, tidak 

ada unsur penganiayaan terhadap pekerja maupun majikan. Selain ketentuan 

tersebut, pembayaran upah dianjurkan sesegera mungkin dilaksanakan setelah 

pekerjaan selesai dikerjakan. 

Hadis Nabi:  

TP23PT .اعطو االاجير اجره قبل ان يجف عرقه

Dalam rangka penetapan upah, peranan Adat atau Urf suatu daerah 

sangat dominan, karena suatu daerah secara sosial memiliki karakteristik 

kehidupan tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga menurut 

imam mazhab dalam menetapkan hukum juga harus memperhatikan kebiasaan 

atau adat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum 

didasarkan atas perilaku penduduk Madinah, imam Asy-Syafi’ie yang terkenal 

dengan Qaul Al-Qadim dan Qaul Al-Jadid dan sebagainya. 

Hukum yang diterapkan oleh syari’at semata-mata hanya untuk 

mengatasi segala macam persoalan dan pencapaian maslahat serta 

kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, untuk memecahkan persoalan upah 

yang terdapat dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun mengembalikan 

persoalan tersebut pada prinsip kemaslahatan (maslahah-mursalah). untuk 
                                                 

23 Muhamad Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitāb al-buyū’, bāb. Ajr al-ajrā, 
(Beirut: Darul Al-Fikri, t.t),II : 84-85, hadis No. 2483. 
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mewujudkan manfaat dan menolak kemafsadatan, kemasalahatan tidak 

terbatas pada macam maupun jumlahnya, akan tetapi selalu mengikuti dan 

sesuai dengan perkembangan serta kondisi masyarakat. 

Upah dalam Islam dikategorikan kedalam wilayah ijārah. ijārah dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu ijārah yang bersifat manfaat (Ijārah al 

a’yan) dan ijārah yang bersifat pekerjaan (Ijārah al a'mal). Ijārah manfaat 

adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak 

kedua dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya 

imbalan atau upah. Sedangkan ijārah pekerjaan adalah akad dimana pihak 

pertama mengambil manfaat dari pihak kedua dengan batasan-batasan tertentu 

dan pihak kedua akan mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula. 

Menurut Taqyuddin An-nabhani memberikan pengertian bahwa yang 

dimaksud dengan Ijārah Al A'mal adalah pemilikan jasa dari seorang ajir 

(orang yang dikontrak tenaganya) oleh pihak musta'jir (orang yang 

mengontrak tenaga) serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang 

ajir, ijārah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai 

konvensasi yang berupa imbalan24. Ijārah atas pekerjaan atau upah-mengupah 

berlaku atas suatu kegiatan yang mengandung unsur jual-beli jasa, seperti 

tukang jahit pakaian, tukang bangunan dan yang lainnya, dalam hal ini 

perikatan yang terjadi tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak 

penyewa bersedia memberikan upah/imbalan kepada pihak yang telah 

menyewakan tenaganya atau buruh. 

                                                 
24  Taqyuddin An-nabhani : Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, hlm. 83. 
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Sementara menurut Sudarso, membagi ijārah menjadi dua jenis, yaitu 

pertama Ijārah Al a'yan adalah bahwa yang menjadi objeknya adalah manfaat 

dari benda atau binatang yang disewanya, sedangkan dalam Ijārah Al a'mal 

bahwa yang objeknya adalah dari pekerjaan manusia25. 

Dari kedua pendapat diatas memberikan pengertian bahwa pembagian 

ijārah tersebut sebenarnya sama, pertama memberi imbalan karena 

mengambil manfaat dari suatu benda yang disewakannya, disini lebih 

menekankan kedalam akad sewa-menyewa. Kedua pemberian imbalan atau 

upah karena akibat suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang, 

disini lebih menekankan pada akad upah-mengupah. 

Dalam rangka menentukan upah, menurut G. Kartasaputra 

menjelaskan tentang sifat dan karakteristik upah yang fundamental yaitu Upah 

harus dapat menjamin upah minimum, sehingga para buruh tidak kekurangan 

konsentrasi karena banyak mengingat kebutuhan-kebutuhannya yang belum 

terpenuhi. 

a. Upah dapat diterima dan disetujui oleh para buruh dengan penuh 

kesadaran. 

b. Upah dapat mencerminkan apresiasi kemampuan dan kemajuan para 

buruh. 

c. Upah dirinci sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh buruh. 

d. Upah harus fleksibel dalam menghadapi perubahan yang tidak diharapkan. 

e. Upah hendaknya dapat memotifasi peningkatan kualitas produk tanpa 

menurunkan kuantitas. 

                                                 
25  Sudarso, Pokok-Pokok Hukum Islam, cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 

hlm. 426 
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f. Sistem pengupahan harus dapat dirasakan berkeadilan dan 

berperikemanusiaan baik oleh buruh maupun oleh pengusaha.26 

 

 
 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kancah atau 

lapangan (Field Research) yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke 

lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan.27

 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian dengan cara 

menggambarkan secara obyektif terhadap masalah yang ada dalam penelitian 

dan bertujuan untuk mendeskripsikan relevansi serta pelaksanaan pengupahan 

buruh tani di Desa Rejasari - Kota Banjar. Kemudian dinilai dalam hukum 

Islam (Fiqih) untuk mendapatkan kejelasan hukum serta implementasinya 

dimasyarakat. 

 

 

 

 

                                                 
TP 26 PT G. Kartasaputra, dkk., Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan 

Pancasila, cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 102 

27  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, cet. ke-13 (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hlm. 10  
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3. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

pengambilan sampel melalui observasi,  interview, dokumentasi. 

 

a. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena 

yang terjadi secara alamiah ditempat yang sedang diteliti.28 Dalam observasi 

ini penyusun melakukan keterlibatan fasif, karena penyusun tidak terlibat 

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan 

para pelaku hanya dalam bentuk keberadaanya dalam area kegiatan yang 

diwujudkan oleh tindakan-tindakan para pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk 

melihat dan menggambarkan yang selengkapnya mungkin mengenai hal-hal 

atau gejala-gejala yang berhubungan dengan persoalan dalam judul skripsi ini. 

 
b. Interview 

Interview (wawancara) adalah proses mendapatkan informasi dengan 

cara bertanya secara langsung kepada responden.29 Interview ini ditujukan 

pada orang-orang tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah 

wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah disiapkan terlebih 

dahulu secara garis besarnya, namun juga disesuaikan dengan situasi dan 

                                                 
TP 28 PT Ibid, hlm. 19 

29 Ibid. hlm. 192 
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kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin 

digali dalam penelitian ini.30

 
c. Dokumentasi 

dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, agenda, dan 

sejenisnya. 31 Dalam hal ini penyusun mengambil dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk 

melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya. 

 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif yaitu dengan cara melihat pelaksanaan pengupahan terhadap buruh 

tani yang berlaku di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar dalam 

perspektif hukum Islam. 

 

6.  Analisis Data 

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan 

teknik analisis kualitatif yakni data-data kualitatif (tidak berupa angka-angka) 

                                                 
30  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, cet. ke-10 (Jakarta: Rineka Cipta, 

1996), hlm. 229 

31 Ibid, hlm. 234. 

  
© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 18

dianalisis dengan menggunakan norma-norma hukum Islam. Menggunakan 

analisis deduktif dan induktif. 32

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab 

terdiri dari sub bab yaitu: 

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan 

skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, untuk menghantarkan pada permasalahan tinjauan hukum 

Islam terhadap upah buruh, maka pada bab ini akan dibahas pengertian dan 

dasar hukum upah, kedudukan upah dalam akad ijarah, syarat-syarat upah, 

bentuk upah, penetapan upah dan tingkatan upah. 

Bab ketiga, berisi tentang pelaksanaan pengupahan terhadap buruh 

tani di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, dengan sub bab 

pertama adalah gambaran umum wilayah penelitian diantaranya letak 

geografis, demografis (masyarakat), sistem pemerintahan, dan sebagainya. 

Sub bab kedua adalah pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang 

terjadi di Desa Rejasari Kecamatan Langensari kota Banjar. 

                                                 
TP 32 PT Deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum 

kedalam hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan Induktif adalah sebaliknya yaitu analisis yang 
berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus kedalam hal-hal yang bersifat umum. Lihat Saifudin 
Azwar, Metode penelitian, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 41 
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Bab keempat analisis pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di 

Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar baik dari segi akad dan 

pelaksanaan pengupahan yang terjadi antara pemilik lahan dengan buruh. 

Bab kelima adalah penutup guna mengakhiri pembahasan, yang berisi 

tentang kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya 

diberikan saran atau masukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penyusun lakukan, akhirnya 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan pengupahan terhadap 

buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari Kecamatan Langensari kota Banjar  

Jawa Barat adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari 

Dalam pelaksanaan pengupahannnya dengan cara penangguhan 

pembayaran upahnya sampai masa panen tiba, hal ini berdasarkan pada 

adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan diakui, dengan 

adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, dalam 

menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada 

perhitungan jumlah waktu kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak buruh, 

perhitungan ini seperti 1/2 hari, 1 hari dan seterusnya, bentuk upah yang 

diberikannya adalah berupa barang yaitu berupa padi/gabah dari hasil 

panen tersebut, besarnya upah berupa padi/gabah diukur dengan 

menggunakan takaran piring, upah 1/2 hari biasanya diberikan padi/gabah 

10 piring atau setara dengan 5 Kg gabah basah, yang kemudian 

disesuaikan dengan jumlah waktu kerjanya.  

2. Pengupahan dengan cara ditangguhkan ini merupakan permintaan dari 

pihak buruh, dengan harapan serta memiliki hak untuk ikut 

gacong/memetik hasil panen, karena mereka bisa mendapatkan upah dari 
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hasil kerjanya kemudian dari hasil gacong itu sendiri, sehingga mereka 

lebih memilih untuk ditangguhkan pembayaran upahnya sampai masa 

panen tiba yang bentuk upahnya berupa padi/gabah.  

3. Praktek pelaksanaan pengupahan dengan cara ditangguhkan yang terjadi 

di Desa Rejasari ini apabila dilihat serta dikaji dengan memperhatikan 

norma-norma dalam hukum Islam yang bersumberkan dari al-Qur'an, 

Hadis, dapat dipandang dan dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan, 

dengan pertimbangan bahwa objek dan subjeknya yang menjadi syarat 

sahnya suatu akad telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan  norma-

norma yang diajarkan dalam hukum Islam. Sikap saling tolong-menolong 

menjadi landasan bagi masyarakat Desa Rejasari untuk dapat hidup saling 

berdampingan. Sikap taawun ini selalu tercipta dan dibangun diantara 

sesamanya sehingga selalu tercipta masyarakat yang tenang dan tentram. 

Serta dapat saling memenuhi kebutuhannya hidupnya dengan baik. Seperti 

yang selalu diajarkan oleh Islam itu sendiri bahwa hidup harus saling 

tolong-menolong, terutama dalam hal kebaikan, kerjasama yang terjadi 

dimasyarakat ini juga merupakan cerminan dari sikap saling tolong-

menolong.  

 

B. SARAN 

1. Kepada para buruh tani hendaknya lebih memahami dan mengerti 

terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak 
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langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja antara pihak buruh tani 

dengan pemilik lahan. 

2. Kepada para pemilik lahan hendaknya lebih memahami dan mengerti 

terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja dengan pihak buruh tani, 

terutama dalam pemenuhan hak buruh tani. 

3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan 

sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis 

maupun non-teknis, maka dari itu masukan, saran, kritik yang bersifat 

membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini di masa 

yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bisa 

bermanfaat.  
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No Hlm Footnot Terjemah 
                                  BAB I 

1 9 15 Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu 
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. 

2 11 20 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat 
dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran 
dan permusuhan. An memberi pengajaran kepaamu 
agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

3 11 21 Apasaja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih 
banyak pula keutamaannya (balasan). 

4 11 22 Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak 
adam, kami angkut mereka didaratan dan dilautan, 
kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami 
lebihkan mereka dengan kelebihanyang sempurna atas 
kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan. 

5 12 23 Berikanlah upah sebelum keringatnya kering. 
                               BAB II 

6 20 7 Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa 
yang telah mereka kerjakan dan agar Allah 
mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 

7 20 8 Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan 
perjiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka 
balasan pekerjaan mereka didunia dengan sempurna 
dan mereka didunia itu tidak akan dirugikan. 

8 21 9 Berbekam Rasulullah SAW. Dan memberikan kepada 
tukang bekam haknya (upah). 

9 21 10 Berikanlah upah sebelum keringatnya kering. 
10 23 13 Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan 
mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebahagiaan 
yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka 
dapat mempergunakan sebahagian yang lain, dan 
rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan. 

11 23 14 Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-
isteri yang telah ditalaq) itu sedang hamil, maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
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bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarahkan diantara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui 
kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan 
(anak itu) untuknya. 

12 24 15 Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. 

13 24 16 Berikanlah upah sebelum keringatnya kering. 
14 27 20 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama suka diantara kamu. 

15 28 23 Barangsiapa yang bekerja kepada seorang majikan 
maka bayarlah upahnya. 

16 31 27 Janganlah seseorang diantara kamu menawar barang 
yang berada dalam tawaran saudaranya, dan janganlah 
seseorang meminang (perempuan) yang berada dalam 
pinangan saudaranya, dan janganlah seseorang 
bersaing harga dalam jual beli dengan cara mencegat 
diperjalanan (belum sampai kepasar), dan apabila 
seseorang mengontrak seorang pekerja (buruh) 
hendaklah diberikan upah/imbalannya. 

17 33 28 Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. 

                               BAB IV 
18 62 10 Menentukan dengan dasar urf’, seperti menentukan 

dengan berdasarkan nash. 

19 73 12 Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. 
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